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SOP Prosedur Penetapan Hari Sidang

[Dasar Hukum

[{Kualifikasi pelaksana

1

2

8

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

1. 51 Sederzjat;

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tenteng Peradilan Agama yangll2. SMA Sederajat yang memahami pola bindafmin;

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk
kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2008;

Pasal 121 dan 122 HIR /145 dan 146 R.By;
Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Momor 9 tahun 1975;

Permenpart RE Normor - 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintab;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung R Neomor | KMA/GO1/SK/M591
tentang Pola pembinaan dan pengerdahan Adminisiras perkara;
Kepulusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor @ KMA/G32/SK/IVIZ006
tentang Pemberlakuan Buku Il pedoman Pelaksanaan Tugas dap
Aministrasi Poaradilan;

Peraturan Sekrgtaris Mahkamah Agung Rl Nomaor : 002 Tahun 2012
tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di
lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;

SK Dirjen Momor 094 S/DjAMHM. 25/SKNIF2014 Tentang Naskah Standar
S0P Penyelesaian Perkara;

10 SNHISD 9001:2015 Klausul 8.5
11  Buku Padoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama
|Keterkaitan Peraiatan/periengkapan
1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar  {{Periengkapan Komputer, Apiikasi SIPP, Kertas, Alat Tulis,
(SOP/APIO4) Buku Pedoman Prakiis Akreditasi Penjaminan futu
2 SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06) Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;
4. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07)
4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SCP/AP/08)
}Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka termuan tidak akan berakhir

Penetapan Hari S-idang (PHS)
FM/AP/O3/01, FM/AP/09/01

Mutu Baku
MG. Aktivitas . Ketua Persyaratan /
Panitera Majelis Perlengkapan Waktu Output
1 |Menyerahkan berkas perkara Bundel berkas 5 menit Bundel berkas perkara
kepada Ketua Majelis untuk Q perkara
ditetapkan hari sidang
lI' Iy
2 |Mempelajari berkas  perkara Bundel berkas |10 menit| Bundel berkas perkara yang
permohonan/gugatan perkara telah dipelajari
3 |Mencatat berkas perkara yang Bundel berkas 15 Buku Agenda Penanganan
ditangani perkara yang telah | menit/ Perkara
H dipelajari berkas
4 |Merencanakan Persidangan L Buku Agenda 10 menit Jadwal Persidangan
Perkara Penanganan (FM/AP/03/01)
Perkara
5 (Menginput data Penctapan Hari _L Bundel berkas }10 menit] Penetapan Har Sidang dan
Sidang dan tanggal Sidang pada perkara yang telah tanggal sidang terinput di
SiPP. dipelajari SIPP




Mutu Baku

No. Altivitas it Ketua Persyaratan / Kt
Raa Majelis Perlengkapan W Ostput
PP
6 [Mencetak dan menandatangani Penetapan Hari |10 menit PHS (FM/AP/09/01)
Penetapan Hari Sidang (PHS). Sidang dan tanggal
sidang terinput di

SIPP
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PENETAPAN

Nomor ........coceveiiienennn.
Ketua Majelis Pengadilan Agama ........................ membaca
Penetapan Majelis Hakim Nomor ....................... tanggal ................ dan

............................ vang terdaftar dalam Register Nomor ........................

Tanggal ................. dalam perkara antara:

......................... , tempat dan fanggal lahir .............., .o,
agama  ................ ' pekerjaan ...l .
Pendidikan ........................ , tempat kediaman di
.............. Desa Kecamatan
..................... Kabupaten ........ sebagai ..............;

melawan

......................... , tempat dan tanggal lahir .............., ...
agama  ........oeeeee. ) pekerjaan ... .
Pendidikan ........................ , tempat kediaman di
.............. Desa Kecamatan
..................... Kabupaten ........ sebagai ..............;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut
perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-
undangan terkait.

MENETAPKAN

— Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan
padahari .................. tanggal ..........c..cooeeol pukut ... ;

- Memerintahkan kepada Jurusita/durusita Pengganti Pengadilan Agama
........................ memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap
di muka sidang Pengadilan Agama ........................ pada hari, tanggal
dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar
keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti
dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada ..................



Kode Formulir : FM/AP/09/01
Tgl Pemnbuatan : 12/12/2007
Tgl Revisi : 09/80/2018
Tgl Efektif : 09/16/2018

sehelai saiinan ........................ , dengan diterangkan jika dikehendaki
dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau
oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara
dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerfa.

Ditetapkandi : ................coocelts

Padatanggal @ .....ccoeoi
Ketua Majelis,



